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EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS CAMAT SEBAGAI
KOORDINATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI

KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK

Yuliana

Kata Kunci  : Evaluasi, Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan _hasil penelitian yang di lakukan penulis mengenai Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, maka indikator yang di lakukan
waktu penelitian adalah mengadakan pertemuan resmi,mengangkat suatu tim,
membuat buku pedoman, mengadakan pertemuan informal. Didalam
mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam
penilaian, makatipe penelitian adalah termasuk kedalam tipe penelitian kuantitatif
dengan menggunakan metode. survey deskriptif... pengertian survey di batasi dari
penelitian yang datanya dikumpul melalui sampel atau populasi untuk mewakili
semua populasi. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena masih
kurangnya koordinasi camat-dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya
menangani pembangunan. infrastrukiundiy, ‘kecamatan rengat. Adapun yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Camat Rengat Kabupaten
Indragiri Hulu, 7 orang pegawai Kecamatan Rengat, 16 orang kepala desa atau
lurah, 10 orang kepala dusun dan 10 orang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
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EVALUATION OF IMPLEMENTATION DUTY AS COORDINATOR OF
COMMUNITY EMPOWERMENT ACTIVITIES IN RENGAT DISTRICT,

INDRAGIRI HULU DISTRICT

ABSTRACT

Yuliana

Keywords: Evaluation, Coordination, Community Empowerment

Based in the. results an the research conductied by the author regarding the
Evaluation of the Implementation of the Camat's Tasks as the Coordinator of
Community Empowerment in Rengat Subdistrict, Indragiri Hulu Regency, the
indicators carried out during the study were holding formal meetings, raising a
team, making manuals, holding informal meetings. In facilitating the authors in
collecting data'needed in the assessment, then in this study Is included in the type
of quantitative research using descriptive survey methods. the definition of survey
is limited to research whose.data_is collected.from. samples or populations to
represent the entire population. The reason for choosing the location of that study
has because that has still a lack of coordination between the sub-district heads in
community empowerment . activities, especially in  handling infrastructure
development in rengat sub-districts./The samples‘in this study were 1 Rengat Sub-
District Head, Indragiri Hulu District, 7 Rengat District employees, 16 village
heads or village heads, 10 hamlet heads and 10 Rengat District Community
Empowerment Institutions in Indragiri Hulu District.
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BAB |

PENDAHULUAN

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan
tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan

didalam negara maka lahirlah pemerintah.

Dipandang dari sudut pembangunan daerah saat ini tidak hanya tanggung
jawab pemerintah daerah saja, tetapi melainkan pemerintah pusat juga harus ikut

serta dalam mewujudkan pembangunan sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun



2014, semestinya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terarah dalam
mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan melalui pelayanan,
pemberdayaan dari peran serta masyarakat, kemudian meningkatkan daya saing
daerah dengan melalui prinsip-demokrasi, pemerataan keadilan serta ketentraman

daerah dalam system Nefara Kesatuan Repuvlik Indonesia.

Sesuai penyelenggaraanpemerintahan ‘berdasarkan atas-Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 , Pemerintah Pusat memakai asas Desentralisasi, tugas
Pembantu, serta Dekonsentrasi berdasarkan dari peraturan perundang-undangan.
Untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah menggunakan asas Otonomi serta

tugas pembantu, diantaranya yaitu:

1. Desentralisasi, yaitu penyelenggaraan kewenangan pemerintah dari
Pemerintah Pusat kepada daerah otonomi dalam mengatur serta mengurus
system pemerintah dalam sistem NKRI;

2. Dekonsentrasi, yaitu/~penyerahan. kéwenangan pemerintahan dari
Pemerintah Pusat kepada Gubernur'sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau
kepada instansi vertical di wilayah tertentu;

3. Tugas Pembantuan, yaitu tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah atau
Desa, oleh Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau Desa,
kemudian “oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam
melakukan tugas tertentu.

Evisiensi dan efektifitas.. penyelenggara pemerintahan daerah harus
ditingkatkan agar lebih memperlihatkan aspek hubungan antar pemerintah pusat
dan daerah serta antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, kemudian
peluang dan tantangan persaingan global melalui kesatuan system
penyelenggaraan pemerintahan Nefara. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi sesuai dengan perkembangan
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keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah

sehingga perlu diganti.

dan Me Inda g Dasar 1945.
Pemerintat aitu pelaksa erints emerintah daerah
serta Dewan Pe an Raky : , omi dan tugas
pembantuan de gara. Kesatua esla sebagaimana

dimaksud dalan : : asa 1‘ - onesia Tahun 1945.

suatu negara mempunyai beberapa ft pokok sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan serta pertahanan dalam negeri.
2. Melaksanakan peradilan.
3. Harus menyediai barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Kemudian menurut Richard A. Musgrave dapat dibedakan menjadi

beberapa fungsi serta tujuan kebijakan dari anggaran belanja pemerintah, adalah:


http://pemerintah.net/
http://pemerintah.net/arti-pemerintah/
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1.

2.

Fungsi Alokasi (Allocation Branch) adalah fungsi sebagai pemerintah
perlu menyediakan pemenuhan kebutuhan Publik (public needs)

Fungsi Distribusi (Distribution Branch) adalah fungsi yang dilandaskan

melalui pertimbangan dari pengaruh sosial ekonomis; yakni pertimbangan
tentang kekayaan serta dlstrlbu3| pendapatan, dari kesempatan diperoleh

AL LENE

ﬁﬁ”i

fungsi pe g@

pengaturan 't rahnya. Perbedaannya,

Fungsi Pembangunan

Pemerintah berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya,
dimana kemudian pembangunan ini melengkapi semua aspek kehidupan
tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan jadi berkurang
apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi,
fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara
berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan
fungsi ini seperlunya.

Fungsi Pemberdayaan

Jelas saja fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah,
fungsi ini akan menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan
kewenangan yang cukup baik sebagai pengelolaan sumber daya daerah
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serbaguna mengharuskan semua urusan yang didesentralisasikan. Oleh
karena itu Pemerintah Daerah harus meningkatkan peranserta masyarakat
dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk
meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang
dapat menunjangypendanaan Pemerintah Dae

Negara serta

mberdayai, dan

Pembentukan urusan Pemeri an antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diatur dalam peraturan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan terdiri

dari :

1. Urusan pemerintahan absolute adalah Urusan Pemerintahan yang

sepenuhnya kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi:
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a. Politik luar negeri;

b. Pertahanan;

¢. Keamanan;

d. Yustisi;

e. Moneter dan fiskal nasional;
f. Agama.

Pemberdayaan perempu dungan anak;
Pangan;
Pertahanan;
Lingkungan hidup;
Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
Perhubungan;
Komunikasi dan informatika;
Koperasi, usaha kecil dan menengah;
Penanaman modal;
Kepemudaan dan olahraga;
Statistik;

" SoTOS3ITAToSQ@
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u. Persandian;
v. Kebudayaan;
w. Perpustakaan;
x. Kearsipan;

kepada instansi

Instansi Vertical yaitu perangk entrian serta lembaga pemerintah non
kementrian mengatur Urusan Pemerintahan yg tidak diberikan kepada daerah
otonom oleh wilayah tertentu melalui rangka dekonsentrasi. Tugas Pembantuan
yaitupenugasan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam melakukan

sebahagian urusan pemerintahan yang akan menjadi kewenangan pemerintahan

pusat dari pemerintahan Daerah Provinsi dengan Daerah kabupaten/kota untuk
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melakuan sebahagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan

daerah daerah provinsi.

suai ketentuan
pemerintahan

. Pembentukan

melainkan sebahagai satuan daerah kerja ataupun pelayanan, status kecamatan
sekarang ini yaitu perangkat daerah Kabupaten atau Walikota yang setara melalui
Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu, ‘“Perangkat daerah
Kabupaten/Walikota terdiri atas secretariat daerah, sekertariat DPRD, Inspektorat,

Dinas, Badan, dan Kecamatan.
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Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan

sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi,

namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian

kewenanga

dan diberik

perundang-undangan. Ke elega g ang berasal dari

pendelegasi lebih tinggi
tingkatannya

Dalam pen m Undang-undang 23
tahun 2014 pasal 225 a ugas dan fungsi camat antara

lain:

a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (6);

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
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g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit Kkerja
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;

Selain itu menurut peraturan bupa

tugas lain sesuai demgan ketentuan peraturan

I Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2013

pasal 2 kedudukan tugas dan kewenangan Camat yaitu :

1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a.
b.

C.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengkoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan
ketertiban umum;

Mengkoordinasikan ~ penerapan dan penegakan  peraturan
perundang-undangan;

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;

10
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e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan legiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

f.  Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan keluran; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

desa atau'ke

—S@ho oo o

Camat

b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
dan

c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan

kebijakan operasional Pemerintah daerah,Camat wajib berkoordinasi dengan

11
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Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara fungsional melaksanakan

dan/atau mengelola sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip

koordinasi,integrasi,sinkronisasi dan simplikasi.

perencanaan

musyawarah

atan;

dengan peraturan perunda
e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan satuan kerja yang

membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Camat dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

ayat 1 diatas, Tugas Camat adalah Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan

12



masyarakat. Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan diatas, maka Camat
mempunyai Tugas dan Fungsi yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan

pemerintah di tingkat kecamatan.

Jika dilihat dari sudut normatif, koordinasi diaartikan sebagai kewenangan
untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan
kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada
pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional,
koordinasi = dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan

mengefektfkan pembagian kerja. (Ndraha, 2008 : 290)

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai proses yang
diwujudkan dalam bentuk serangkaiana kegiatan untuk memperkuat kekuasaan
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu
yang mengalami masalah kemiskinan;Sebagai. tujuan, pemberdayaan menunjuk
pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu
masyarakat yang berdaya,memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan
kemampuan dalam memnuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik,
ekonomi, maupun sosial seperti memiliki-kepercayaan diri,mampu menyampaikan
aspirasi,mempunyai mata pencaharian, berpatisipasi dalam kegiatan sosial, dan

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dalam pembangunan daerah, ekonomi kerakyatan merupakan salah satu
pilar yang mempunyai daya tahan terhadap krisis ekonomi yang terjadi. Sektor

ekonomi kerakyatan identik dengan usaha skala kecil, usaha keluarga atau lapisan
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bawah dari struktur usahanasional, seperti industry rumah tangga, pedagang
informal, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi rakyat dan

kebijakan-kebijakan yang berpihak pada sector ini melibatkan dan menghidupi

pembangu ‘ ( ] arakat adalah

tercapainya

pihk  peme : mampu

an unsure-unsur

yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan
terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah
tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif

di indonesia di bawah kecamatan Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia,
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Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat

dengan desa Berbeda d £sa AR mengatur wilayahnya

kelurahan yang ada didalam kecamatan Rengat. maka jumlah penduduk dari

setiap desa/kelurahan di Kecamatan Rengat adalah:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa/Kelurahan di Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu

No Nama Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk
Kampung Besar Kota 10.730
Kapung Besar Seberang 2390
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3 | Kampung Dagang 4.300
4 | Kampung Pulau 3.442
5 | Kuantan Babu 3.883
6 | Pasar Kota 847
7 | Pasir Kemi 4,771
8

9

gas pokok serta
fungsi atas Keca ; né )3 enyelenggarakan

pemerintahan.  Pe ) e arakatan  kemudian

Menyusun visi da
daerah;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintah ,pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan;

c. Pengkoordinasian setiap kebijakan kecamatan;

d. Pembinaan administrasi perkantoran;

e. Pendistribusian tugas-tugas kepada bawahan menurut prinsip-
prinsip manajemen;

f. Penyelenggaraan pembinaan dan peleyanan masyarakat;

g. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan Kketertiban
umum;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan
masyarakat;

ecamatan sesuai dengan visi dan misi
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i. Pembinaan tata laksana pemerintahan Kecamatan;

Dilihat dari salah satu tugas yang dimiliki oleh camat rengat adalah

sebagai  koordinator... pelaksanaan  perlindungan dan  pemberdayaan

masyarakat.Disi
masyara ac : uan ternak

sapi dan

sehingga progra

masyarakat

aik dan dengan
hasil terna Ja mengangkat

perekonomiz memudahkan

masyarakat untuk mendidik

sesuuatu usaha yang sinkron serta teratur menyediakan jumlah, waktu yang tepat,
kemudian mengarah pada pelaksanaan agar menghasilkan tindakan seragam serta
harmonis pada sasaran yang di tentukan, dapat diketahui bahwa koordinasi
merupakan penyeragaman, penyelarasan yang dilakukan seorang pemimpin
sehingga koordinator merupakan orang yang menyingkronkan, mempersatukan

serta mengarahkan.
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Berikut dapat dilihat daftar kegiatan pemberdayaan pada bidang ekonomi

produktif yang mengarah pada bantuan ternak sapi, hal ini dapat dilihat dibawah

ini:
Tabel 1.2D
No
1
1
1.Zulkifli
2.Gustianda
Kelompok 6
1.Khairin
2.Andrian
1 2 3 4 5
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5 kelompok

Kelompok 7
1.Dani
2.Tamzi

Kelompok 8

1.Jainuri
2.Komari
3.Edi

Kelompok 2
1.Efendi
2.Saprianto

Kelompok 3
1.Sarni
2.Syarifudin

Sumber: Kantor Camat Rengat,2018
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Sesuai dengan tabel diatas maka disimpulkan yakni dari keseluruhan desa
yang ada di Kecamatan Rengat yang terdiri dari 10 desa 6 kelurahan hanya 3 desa

yang dapat bantuan ternak sapi. Hal ini seharusnya yang harus diawasi dengan

mengena

desa yang

Rt

an oleh camat

¢ dikets
[
(.
4

program Kkerjanya, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan
pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan terutama pasal 15
poin (a) yakni mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

hal tersebut terlihat dari Program ekonomi produktif ternak sapi.
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3. Terindikasi belum maksimalnya koordinasi Camat dengan Lembaga
Pemasyarakatan Desa (LPD) terhadap Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM) di Kecamatan Rengat.

karna itu penulis

Az
%
‘A
&

g

asyarakat di

Kabupaten Indragiri Hulu. Kenyataannya, masih terdapat camat kurang baik
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai koordinasi khususnya mengenai

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat®

Dari permasalahan diatas yang telah diuraikan mengenai evaluasi

pelaksanaan tugas camat sebagai koordinator pemberdayaan masyarakat di
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Kecamatan Rengat, dapat disimpulkan permasalahan penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana Tugas Camat sebagai Koodinator Kegiatan

sebagai koa Q Q berdaye Masyarakat di Kecamatan
‘ \‘\

Rengat Kabupaten
2. Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan pengembangan atas ilmu pemerintahan serta dapat

memberikan referensi untuk peneliti di bidang ilmu pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
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Dari penelitian yang telah penulis buat semoga menjadi manfaat dan

masukan di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dalam

Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Evaluuasi
Kegiatan

Daten Indragiri
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A.
1.

n di dalam
masyaraka K i : IS i 1 Se "‘r antas. Melalui
adanya pe eh menaiknya
kebutuhan, an d eme menjadi melayani
masyaraka ah n _ | 3 : v ekatnya vyaitu
pelayanan kepada masyarakat. | ofi ah ti k hany husus melayani
diri masyaraka diri, ak i me A engan menciptakan
suatu  kond 3 emung 3 i ap  anggota untuk

Osborne, Gaeble ’ @ h J 9) kemudian mengatakan
) . . L\ . .

jika pemerintah demokrasi aka al melayani warganya,Oleh sebab itu
tugas pemerintah yakni mendapatkan cara agar dapat menyenangkan warganya.
Lebih lanjut Ndraha (2008 : 141) mendefinisikan Pemerintahan yaitu

proses,cara,perbuatan pemerintah.

Menurut Sedarmayanti (2011 : 35), Pemerintah atau dapat dikatakan juga

dengan government adalah badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara,
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Negara bagia, Negara kota serta lainnya. Kemudian kepemerintahan dan

governance yakni tindakan atas kegiatan penyelenggara pemerintahan.

Uraian diatas menjelaskan jika suatu pemerintahan dapat hadir krena

peran, sebaga nime : 3 f Sa pemerintah

itu memnag S : erdayakan serta
mensejahteraka : aha( a pemerintah
menggenggamp e awaban oleh kepe at. selanjutnya
Ndraha menyet ika pe : : memproduksi,
mendistribusikan, serta at yang berbentuk

jasa publik s

ditekankan dalam upaya mendahulu entingan umum, mempermudah urusan
publik serta memberikan kepuasan pada public, kemudian tugas pengaturan akan

ditekankan dalam kekuasaan yang melekat dalam posisi jabatan birokrasi.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki bebrapa

fungsi mendasar yakni :
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J. Fungsi primer dengan nama lain disebut dengan fungsi pelayanan yaitu
fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat
diprivatisasikan termasuk jasa Hamkam, layanan sipil dan layanan
birokrasi.

k. Fungsi sekunder dapat disebut juga fungsi pemberdayaan yakni
sebagai pemenuhan kebutuhan atau tuntutan diperintah yang akan

Nere i { i, sendiri dikarenakan

ig formal yang
berfungsi alam melayani
masyaraka penyelenggara

birokrasi pe pemerintahan

I=4
o
L
&
g
g
o

Kelurahan.

pelayanan publik serta
berkewajiban memproses pelayanan civil untuk seluruh anggota melalui
hubungan Pemerintah. Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi Pemerintah

adalah menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

a. Fungsi pembangunan
b. Fungsi pemberdayaan
c. Fungsi pelayanan
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Didalam menjalankan ketiga fungsi diatas Pemerintah menetapkan
kebijakan yang disebut Kebijakan Peemerintahan. Dunn (2006:22) mengatakan

jika proses kegiatan merupakan seperangkat aktivitas intelektual yang akan

ekspresif 4 - ¢ an seba -‘ o hiprospektif (masa

depan), alterna " eks arah yang dikehenda N0, 2007:6)

Pelayanan publik yang
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan
Negara vise versa,

Analitis etis (jujur, objektif, adoptif),

© o0 o

—h

Implementasi merupakan penerapan daripada kebijakan yang telah diambil
oleh suatu badan atau seseorang dalam organisasi (Moenir, 2009: 25). Kemudian
menurut Mazmanian (dalam Nugroho, 2008: 447) mengatakan implementasi

adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.
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Mazmanian dalam Nugroho (2008: 440) mengklarifikasi tahap

implementasi kebijakan tiga variable :

a. Variabel Indevenden, vyakni baik tidaknya masalah dengan
dikendalikan yang.berkenaan oleh indikator masalah teori serta teknik
pelaksana, keseragaman objek, serta perubahan seperti yang akan
dikehendaki.

b. Variabel intervening, yakni variabel kemampuan vokal dengan
mendeskripsikan tahap-implementasi dari indikator kejelasan serta
konsistensi tujuan;’ ‘dipergunakan’ ‘untuk, teori kausal, kecocokkan
alokasi sumber dana, perpaduan hierarki diantara lembaga
pelaksanaan, pelaksana dari lembaga pelaksana, sera perekrutan
pejabat pelaksana, Kketerbukaan kepada pihak luar dengan variabel
diluar kebijakan akan keterbukaan kepada pihak luar serta variabel
diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi tahap implementasi
berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi serta teknologi,
dukungan publik, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan kualitas
kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

c. Variabel devenden, merupakan tahapan dalam proses implementasi
oleh berbagai tahapan pemahaman oleh lembaga pelaksana oleh
bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata,
penerimaan hasil nyata tersebut dab akhirny mengarahkan dengan
revisi oleh kebijakan yang dibuat serta. dilakukan.

Menurut pendapat Dunn, /(2006:105) perumusan dari kebijakan yaitu
relevannya suatu informasi serta kebijakan agar dimanfaatkan pada tahap politik
sebagai rangka pemecahan suatu masalah, adapun indikasi dari pada perumusan

kebijakan tersebut sebagai berikut:

a. Pengolahan informasi yakni usaha yang dilaksanakan bagi setiap
lembaga ataupun instansi yang bisa dijadikan melalui pertimbangan
sebagai pembuatan suatu kebijakan.

b. Penetapan alternatif, yaitu diperolehnya penilaian melalui beberapa
usulan yang telah ada.

c. Penerapan sarana keputusan, memakai beberapa potensi akan dimiliki
oleh badan atau instansi yang ada sebagai bahan pertimbangan umtuk
pembuatan kebijakan.

d. Penilaian terhadap fungsi kebijakan, melaksanakan kegiatan evaluasi
dilakukan dalam pembuatan kebijakan.
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Membahas teori kebijaksanaan Negara dan administrasi pembangunan
(Ermaya, 2010:117) tidak bisa lepas dari administrasi yang mencakup proses

pencapaian tujuan dan sasaran, aturan-aturan atau cara-cara melalui kebijaksanaan

Selanij C 008: ) Me iﬂ an mempunyai

6 tahap ut

kemukakan diatas, teori good governance menetapkan penggunaan dan upaya
dalam merancang bangun perumusan kebijakan, proses implementasi kebijakan
serta evaluasi kebijakan. Ketiga rancang bangun ini saling berkomplementer satu
sama lain dengan merupakan focus oleh ilmu admisitrasi publik. Sebagai suatu
rancang bangun, implementasi kebijakan tidak lahir dengan sendirinya melainkan

berangkat lebih dari konsep kebijakan publik (public policy).
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Implementasi Kebijakan bukan hanya sekedar bersangkutan dengan apa
mekanisme itu sebagai penjabaran dari keputusan-keputusan politik kedalam

prosedur rutin lewat saluran birokrasi, atau melainkan lebih dari ini, akan

Sela a terdapa AV .‘:.'2 akan oleh Ndraha

(2003: 202)

Evaluasi adalah sebagian dari system manajemen yakni merencanakan,
organisasi, pelaksanaan, monitoring serta evaluasi. Tanpa adanya evaluasi, maka
tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dengan rancangan,
pelaksanaan dan hasilnya. Arti evaluasi telah menjadi kosa kata dengan bahasa

Indonesia, tetapi makna ini merupakan kata serapan dari bahasa inggris yakni
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evaluation yang memiliki arti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily,

2002:220)

Evaluasi memiliki beberapa karakter yang dapat membedakannya dari

metode analisi-kebijakan lainnya (Dunn, 2003:56)

1. Fokus Nilai
Evaluasi terutama adalah usaha‘dalam . menetukan manfaat dengan
kegunaan sesial kebijakan atau program; bukan hanya sekedar usaha
umtuk menyimpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang
terantisipasi dan tidak terantisipasi.

2. Interpedensi Fakta-Nilai
Evaluasi dituntut tergantung baik “fakta” ataupun ‘“nilai” dalam
mengatakan bahwa kebijakan serta program tertentu dapat mencapai
tingkat kinerja tertinggi (atau-rendah) diperlukan bukan hanya jika
hasil kebijakan berharga untuk sejumlah individu, kelompok dengan
sejumlah masyarakat. Menyatakan demikian, jika didukung oleh bukti
jika hasil dari kebijakan itu berharga bagi sejumlah individu, kelompok
atau seluruh masyarakat. Untuk mengatakan sedemikian, dapat
didukung bukti jika hasill kebijakan secara aktual adalah konsekuensi
oleh aksi dilakukan dalam memecah masalah tertentu.

3. Orientasi Masa Kini-dan Masa Lampau
Tuntunan evaluative beda' dengan tuntutan advokatif, dirahkan pada
hasil sekarang serta masa lalu, ketimbang dari hasil dimasa depan.
Evaluasi bersifat retrosfektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post).
Rekomendasi yang juga akan mencakup premis-premis nilai bersifat
prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante)

4. Dualitas Nilai
Nilai-nilai yang mendasar dari tuntutan evaluasi mempuyai kualitas
ganda, karena meereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.
Evaluasi sama dengaan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai
yang ada (misalnya, kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsic
(diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlikan karena hal itu
mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata
dalam satu hirarki yang merefleksikan kepentingan relative dan saling
ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Sedangkan menurut Weiss (2008:43), ada empat manfaat melakukan
evaluasi kebijakan: Pertama; umpan-balik untuk memperbaikiprogram yang

sedang berlangsung; Kedua, masukan pada akhir program; Ketiga, masukan untuk
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tingkat kebijakan yang lebih tinggi guna memutuskan apa yang harus dikerjakan
terhadap seluruh program; Keempat, senjata bagi kelompok tertentu untuk

mempengaruhi kebijakan.

terhadap apa yang telah dilakukan ocokkan antara performance dan srandar

melakukan tindakan kolektif.

William N. Dunn berpendapat, istilah evaluasi mempunyai arti yakni:
“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal),
pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan

usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti
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yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai
atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003; 608). Penjabaran di atas dijelaskan

jika evaluasi adalah hasil kebijakan terletak oleh kenyataannya memiliki nilai

Evaluasi 4’ keberhasilan
pelaksanaa

systematic

o
ik
F
"
g
fen
’
p

pencapaian hasil attaupun afaktifitas, dan kesesuaian program kebijakan serta
kebutuhan masyarakat. Evaluasi dapat juga terdapat salah satu kegiatan yang

dilakukan sebagai mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

Sudarman Danim menyatakankan (evaluating) definisi dari penilaian

yaitu: “Proses pengukuran serta perbandingan pada hasil pekerjaan oleh nyatanya
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tercapai dari hasil seharusnya. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam definisi

tersebut, yakni: (Danim, 2004)

nilai yang ada ataupun nilai yang d ukan dalam mempengaruhi pencapaian

tujuan-tujuan lain.

4, Tugas

Secara umum fungsi dan tugas pokok merupakan hal-hal yang diperlukan
bahkan wajib dikerjekan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dengan

suatu instansi secara rutin berdasarkan kemampuan yang dimilikinya dalam
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menyelesaikan program kerja yang telah dirancang berdasarkan tujuan, visi dan
misi suatu organisasi. Tugas pokok dimana pengertian tugas itu sendiri telah

dijelaskan sebelumnya adalah suatu kewajban yang harus dikerjekan, pekerjaan

demi

Sementara Ma gara (: s adalah suatu

kegiatan p ; US lakukan un ‘g uan tertentu.

spesifik . ijala o nurut  Tjiptono

(2009:10), gen > ; : atan pekerjaan tertentu

Ingkup atau kompleksifitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.
5. Koordinasi

Koordinasi menurut Ndraha (2003:201) adalah sebuah proses. Proses
koordinasi meluputi beberapa langkah sebagai proses, input dari koordinasi yaitu

saling bertukar informasi tentang sesuatu hal tertentu melalui pola komunikasi.
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Ndraha (2003;289) menjelaskan perlunya koordinasi (coordination) sudah
disadari saat lahirnya keberadaban serta budaya manusia. dialam perkembngan

kemudian koordinasi bukan saja diuraikan secara fungsi tetapi juga lembaga

e (yang terlibat
hitam) yang
en, fungsi dan
atu sisi semua
yang sudah

bukan dirusak

Koordinasi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan melalui
pihak yang sederajat (equel in rank or order, of the same rank or order, not
subordinate) sehingga saling memberi informasi serta mengatur bersama
(menyepakati) hal-hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas serta
keberhasilan pihak yang satu tidak menganggu proses pelaksanaan tugas dan

keberhasilan pihak yang satu tidak menganggu proses pelaksanaan tugas dan
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keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi yang lain yang satu langsung atau

tidak langsung mendukung yang lain. (Ndraha, 2003; 290)

Menurut Manullang (2008; 72) mengemukakan bahwa koordinasi dapat

dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dibawah ini yaitu:

1. Mengadakan Pertemuan Resmi
Yaitu membahas serta mengadakan pertukaran pemikiran oleh pihak-
pihak yang-bersangkutan sebagai tujuan mereka akan berjalan seiring
serta bergandengan mencapai tujuan.

2. Mengangkat Suatu Tim
Panitia koordinasi harus khusus bertugas melaksanakan kegiatan
koordinasi.

3. Membuat Buku Pedoman
Yakni penjelasan tugas dari masing-masing unit sebagai dipedomani
dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

4. Mengadakan Pertemuan Informal
Yakni pertemuang dalam cara pemberi. bimbingan, konsultasi serta
pengarahan.

Menurut Abdurahman dan Bintoro (2006:24), koordinasi merupakan suatu
fungsi manajemen untuk saling bekerja sama dami mengatur, menyatikan serta
menselaraskan suatu aktivitas usaha, demi mencapai kesatuan tindakan sebagali
mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan koordinator harus memperlihatkan
beberapa prinsip diantaranya empat prinsip' yang diajukan Mary Follet serta
beberapa pakar lainnya. kemudian terdapat tipe, teknis, dan metode yang

menunjang terjadinya koordinasi efektif.

Dari sisi administratfi, Siagian (2010:110) mengatakan jika koordinasi
merupakan pengaturanr rata hubungan dalam usaha bersama untuk memperoleh
kesatuan tindakan sebagai usaha mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu

koordinasi adalah sebuah proses yang mengatur agar pembagian kerja dalam
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berbagai orang atau kelompok bisa tersusun serta diikat menjadi suatu kebutuhan

yang integrasi dengan cara serta tindakan dan seefisien mungkin.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkans bahwa koordinasi sangat

berperan dalan ‘m‘h@.‘ ‘\“'_‘ﬂ&m ‘ . aan pembangunan

kesatuan

'3 ) B 0 5‘

>.l N dilatar

\‘ s

. Adanya hubungan deg usal, serta berurutan secara obyektif
antara kegiatan satu denga

b. Adanya hubungan fungsional obyektif yaitu unit kerja yang satu
dengan unit kerja yang lain.

c. Adanya pilihan serta skala prioritas antara berbagai kegiatan yang
berbeda.

d. Adanya kepentingan bersama.

e. Kegiatan yang satu adalah lanjutan kegiatan lain di daerah yang
berbeda.

f. Kegiatan yang satu adalah bagian kegiatan yang lain.

g. kegiatan sama pada berbagai unit kerja berbeda.
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h.

Justru dengan independennya unit kerja yang satu dalam unit kerja
yang lain dikhawatir keberhasilan yang satu hancurkan oleh
keberhasilan yang lain.

Kegiatan satu kegiatan yang lain yang berbeda dilaksanakan di lokasi
yang sama.

Lebih lanjut:‘Ndraha (2008:295) mengelompokkan-tujuan koordinasi yaitu

a.

Menciptakan _efektifitas “organisasi « setinggi  mungkin  melalui
sinkronisast, »penyerasian serta kebersamaan, kesinambungan antar
berbagai kegiatan independen suatu organisasi.

Mencegah konflik serta menciptakan efisiensi setimggi-tingginya
seluruh kegiatan independen yang berbeda melalui kesepakatan yang
mengikat seluruh pihak yang bersangkutan.

Menciptakan serta memelihara iklim dan sikap saling responsive
antisipatif didalam unit kerja yang satu bukan dirusak oleh
keberhasilan unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi serta
komunikasi efektif.

Bintoro (2006: 25), Koordinasi yang dilaksanakan di-semua organisasi

mempunyai tujuan yaitu :

oo

ShD oo

Menghindari kekacauan serta penyimpanan tugas dari sasaran
Mengarahkan dan menyatukan semu kegiatan dan pemikiran kea rah
ter capainya sasaran organisasi.

Menghindari kekosongan serta tumpng tindih pekerjaan

Menghindari keterampilan overlanding dengan sasaran perusahaan
Menluruskan keterampilan spesialos kea rah sasaran organisasi
Mengintegrasikan tindakan serta_pemanfaatan unsure manajemen kea
rah sasaran organisasi-atau organisasi.

Sudjana (2010:39), bahwa secara teoritid dapat dosebutkan beberapa

bentuk koordinasi sesuai dalam ruang lingkup dan arah jalurnya sebagai berikut :

Menurut Lingkupnya,

1) Koordinasi Intern merupakan koordinasi pejabat atau antar unit di
dalam suatu organisasi.

2) Koordinasi Ekstern merupakan koordinasi antar pejabat oleh
berbagai organisasi atau antara organisasi.

Menurut Arahnya,
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1) Koordinasi Horizontal merupakan koordinasi antara pejabat atau
antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dengan
suatu organisasi, serta antar pejabat dari organisasi-organisasi yang
sederajat dan antara organisasi yang setingkat™

2) Koordinasi Vertical merupakan koordinasi antara pejabat-pejabat
serta unit-unit tingkat bawah oleh pejabat oleh pejabat atasnya
langsung, jugacabang-cabang-suatu arganisasi oleh organisasi
induknya.

3) Koordinasi Diagonal merupakan koordinasi antara pejabat unit
yang berbeda fungsi serta berbeda tingkatan hierarkinya.

4) Koordinasi Fungstonal merupakan koordinasi antar pejabat, antara
unit atau-antar organisasi yang didasarkan oleh keamaan fungsi,
atau karena koordinatornya mempunyai fungsi tertentu.

Menurut Ndraha (2003), melalui sudut pandang ini, didefinisikan beerapa

macam koordinasi, yakni :

a. Koordinasi Waktu
Koordinasi ~ waktu ataupun sinkronisasi  yaitu proses dalam
menentukan, mana kegiatan yangbisa berjalan serentak dan mana
yangharus berjalan.berurutan, kalau berurutan, bagaimana urutannya.
Koordinasi dapat difaksanakan terhadap kegiatan antar unit kerja yang
berhubungan dependen, kausal serta sebangsanya.

b. Koordinasi Ruang
Koordinasi ruang bisa juga dikatakan koordinasi daerah, koordinasi
dapat ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.

c. Koordinasi Interinstitusional
Adalah koordinasi antar berbbagai unit kerja yang berkepentingan atas
suatu proyek serba guna dalam proyek bersama tertentu.

Koordinasi bukan saja sekedar menyangkut kesepakatan melalui
penyatupaduan kerja bersama yang operasional sifatnya, akan tapi koordinasi
sebagai pembuatan kebijakan. Beberapa hal ini memang bukan serta merta

menjamin terjadinya sinkronisasis antara organisasi.
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Sedangkan menurut G.R. Terry (dalam Hasibuan, 2004:85) koordinasi
merupakan suatu usaha yang singkron dan teratur dalam menjadikan jumlah dan

waktu yang tepat, serta mengarahkan pelaksanaan dalam menghasilkan suatu

tindakan yang se a moni 3 Sa anc at ditentukan. Definisi

4. Supaya segala unsur manajemen serta pekerjaan masing-masing
individu karyawan dapat membantu tercapainya tujuan organisasi
5. Supaya segala tugas, kegiatan, serta pekmerjaan terintegrasi kepda

sasaran yang diinginkan.
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6. Konsep Pemberdayaan

kata pemberdayaan terkait dengan penggalian serta pengembangan potensi
masyarakat. Kartasasmita ( 1995:95) menyatakan bahwa : “setiap manusia dan
masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan
merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan
motivasi serta membangkitkan kesadaran potensisyang dimiliki serta untuk
mengembangkannya. Dalam memberdaya masyarakat diperlukan pendekatan
utama yaitu bahwa masyarakat bukan dijadikan sebagai obyek melainkan subyek
dari segala upaya pembangunan oleh sebabnta Kartasasmita (1997:29) menytakan

pemberdayaan harus mengikuti pendekatan dibawah ini :

1. Upaya pemberdayaan harus terarah ( targeted )

2. Program pemberdayaan dapat langsung mengikutsertakan ataupun
bahkan dilakukan-oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

3. Menggunakan pendekatan kelompok

Suharto (2006; 58 -59) mendefinisikan pemberdayaan antara lain sebagai berikut :

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang yang
lemah ataupun tidak beruntung

b. Pemberdayaan merupakan ‘suatu.proses dengan mana orang menjadi
cukup kuat dalam berpatisipasi melalui berbagai pengontrolan, serta
mempengaruhi terhadap Kkejadian-kejadian serta lembaga-lembaga
yang mempengaruhi kehidupannya, pengetahuan, dan kekuasaan yang
cukup dalam mempengaruhi kehidupannya serta kehidupan orang lain
yang menjadi perhatiannya.

c. Pemberdayaan ditunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan
melalui pengubahan struktur social®

d. Pemberdayaan merupakan sebuah cara dengan nama rakyat, organisasi
serta komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas)
kehidupannya.
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Kemudian Suharto (2006; 67-68) menjelaskan jika pelaksanaan proses
serta pencapaian tujuan pemberdayaan bisa tercapai melalui penerapan

pendekatan pemberdayaan berikut :

1. Pemungkinan : menciptakan suasana dan iklim yang memungkinkan
potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus
mampu membesaskan masyarakat dari sekat-sekat dan structural yang
menghambat.

2. Penguatan ; memperkuat pengetahuan ‘serta. kemampuan yang dimiliki
masyarakat dengan memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan
segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang
menunjang kemandirian mereka.

3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar
tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan
yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antar yang kuat dan lemah,
dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang
lemah. Pemberdayaan bisa diarahkan dengan penghapusan semua
diskriminasi serta dominasi yang bukan menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan : memberikan bimbingan serta dukungan agar
masyarakat mampu menjalankan peranan atau tugas kehidupannya.
Pemberdayaan menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam
keadaan serta posisi-yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetpa
keseimbangan distribusi antar berbagai kelompok didalam masyarakat.

Pemberdayaan dapat berlangsung secara terus.menerus, komprehensif
serta simultan, sampai ‘ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik
antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan itu diperlukan
berbagai program pemberdayaan, yakni :

a. Pemberdayaan pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan barganing
position yang diperintah terhadap pemerintah, Melalui bargaining
tersebut, yang diperintah mendapat apa yang merupakan haknya dalam
bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian, tanpa merugikan orang
lain,

b. Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan berbagai upaya dalam
meningkatkan kemampuan yang diperintah melalui consumer untuk
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berfungsi sebagai penanggung dampak negative pertumbuhan, dan
pemikul beban pembangunan.

c. Pemberdayaan politik social budaya, yang bertujuan meningkatkan
kemampuan sumber daya manusia melalui human investment, guna
penlngkatkan nila manusia (human dignitary), penggunaan (human

serta perlakuan seadil-adilnya.terhadap manusia.
ingkungan : bebagal program

‘51 B (Y “%‘Q‘?‘% a&é perintah dengan

ciptakan serta
bekelompok.
kualitas hidup,
perlukan
keterlibatan

erta berbagai hasil

yang dicapai.

dengan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi ataupun
sosial seperti mempunyai kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi,
memilliki mata pencaharian, berpatisipasi dalam kegiatan sosial, serta mandiri
dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, Pengertian pemberdayaan

sebagai tujuan biasa digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan

sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan
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sebagai sebuah proses. Dubois dan Miley dalam Nugroho (2008; 119)
mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain:

a. Pemberdayaan. merupakan proses kerjasama antara klien serta
pelaksana kerja secara.bersama-sama yang bersifat mutual benefit.

b. Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen
serta kemampuan yang memberikan jalan ke sumber pengjasilan serta
memberikan kesempatan.

c. Klien dapat merasa|Tdirinya sebagai agen bebas yang bisa
mempengaruhi

d. Kompetensi diperoleh ataupun didapat melalui penglaman hidup,

e. Pemberdayaan melalui jalan ke sumber perghasilan serta kapasitas
untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara
efektif.

f. Proses pemberdayaan merupakan masalah yang dinamis, sinergis,
pernah berubah.

g. Pemberdayaan ,merupakan pencapaian__melalui = struktir-struktur
parallel dari perseoranggan serta perkembhangan masyarakat.

Melalui.~ uraian diatas. maka bisa dinkatakan bahwa pemberdayaan
merupakan psroses menyeluruh: sebuah proses aktif antara mitivator, fasilisator,
serta kelompok  masyarakat “yang’ perfu ‘diberdayakan melalui pengetahuan,
keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untung mencapai

akses sistem sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat  dapat «dilaksanakam oleh banyak elemen
pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik,
lembaga donor, actor-actor masyarakat sipil ataupun organisasi masyarakat local
sendiri. Birokrasi Pemerintah tentu saja sangta strtategis karena memiliki banyak
keunggulan serta kekuatan yang luar biasa ketimbang unsure-unsure laiiya:
mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan dalam membuat kerangka

legal, kebijakan dengan pemberian layanan publik, dan lain-lain.
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Konsep pemberdayaan melalui asumsi yang berbeda dalam pembinaan.
Pemberdayaan berangkat dari asumsi hubungan yang setara antara seluruh elemen

masyarakat dan Negara. Para ahli menyatakan bahwa pemberdayaan sangat

egara, wakil
ahasiswa, serta

melalui proses

8. Kecamatan

Dalam  penyelenggaraan  ususan  pemerintahan,  pemerintahan
menyelenggaakan sendiri urusan atau bisa melimpahkan sebahagian urussan atau

bisa menugasi kepada perangkat pemerintahan ataupun wakil pemerintahan
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didaerah, serta dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dana atau

pemerintahan kecamatan daerah pasal 126 ayat 1,2 dan 3 yang berbunyi :

1. Kecamatandibentuk diwilayah kabupaten.atau kota dengan pengaturan

daerah berpedoman kepada peraturan pemerintah.

2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dipimpin oleh camat

yang dalam .melaksanakan tugas mempeoleh pelimpahan sebahagian

kewewenang bupati ataupun walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah.

3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat dapat

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

a.
b.

C.

Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
Mengkoordinasi upaya pennyelenggaraan ketemtraman serta
ketertiban umum

Mengkoordinasi penerapan serta penegakan peraturan perundangan
Mengkoordinasi- pemeliharaan ' prasarana dan fasilitas pelayanan
umum

Mengkoordinasi  penyenlenggaraan  kegiatan  pemerintahan
ditingkat kecamatan

Membinaan penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan
Melakukan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
desa/kelurahan

Selain itu menurut peraturan bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2013

pasal 2 kedudukan tugas dan kewenangan Camat yaitu :

2) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a.
b.

C.
d.

Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengkoordinasi upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban
umum;

Mengkoordinasi tenerapan serta penegakan peraturan perundangan
Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
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e. Mengkoordinasi penyelenggaraan legiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan;

f.  Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan keluran; dan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan
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Camat menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), wajib mempertahankan :

a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

b. Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
dan

c. Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik.
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Di kecamatan merupakan kerja wilayah kerja Camat selaku perangkat

daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten/Kota bukan

sebagai kepala wi mbe ata an dengan Peraturan

wewenang Bupati ataupun Walik menangani sebagai urusan otonomi

daerah.
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B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dapat di jelaskan perrbedaan antar penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya

ikut ini tabel penjelasan dari pe

elitian te

‘h\“\‘ '9@

Rido Aria

Siti Nurul
Istiah Tugas Camat Dala
Mengkoordinasikan
Program
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kecamatan Rupat

Kabupaten Bengkalis

zm " Perbedaan
w

'f

rdahulu :

‘p enelitian ini

ebih mendekati
pada pemberian
informasi
mengenai
serbagai
kegiatan
pemberdayakan
massyarakat
pada Kecamatan
Kuantan Mudik
yang dilakukan
oleh Camat
kepada
Pemerintahan
Desa, Lembaga
Desa dan
masyarakat Desa
yang ada di
Kuantan Mudik.

persamaan
pada
penelitiannya,
yaitu
Koordinasi
Kegiatan
Pemberdayaan
dan Objek
penelitiannya
adalah Camat.

Penelitian ini
lebih membahas
tentang Kurang
optimalnya
pemanfaatan
partisipasi
masyarakat oleh
Pemerintah
Kecamatan.
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C. Kerangka Pikir
Adapun yang menjadi kerangka pikiran dalam penelitian mengenai

evaluasi pelaksanan tugas camat dalamm mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan

ian tugas, fungsi
rakyat daerah
i Hulu

FHE

‘\\\\\‘I‘i}

N

3. Membuat Buku Pedoman
4. Mengadakan Pertemuan Informal

v
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik

Sumber : Modikasi Hasil Penelitian 2018
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D. Konsep Operasional

1. Evaluasi dimaksud upaya menilai sampai sejauh apa kegiatan yang

telah dilakukan mampu tercapainya sasaran serta tujuan yang

terhadap implementasi kebijakan.

4. Mengadakan pertemuan resmi : membahas dan mengadakan
pertukaran pikiran pihak yang bersangkutan sebagai tujuan mereka
akan berjalan seiring serta bergandengan mencapai tujuan.

5. Mengangkat suatu tim : Panitia coordinator yang khusus bertugas

melaksanakan kegiahtan koordinasi
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6. Membuat buku pedoman : menjelasan tugas masing unit untuuk
dipedomanikan dengam pelaksana tugas masimasing

7. Mengadakan pertemuan informal : Pertemuan dalam rangka pemberian

E.

o

Operasional variabel si yang diberikan kepada suatu

\\“'

variabel dengan cara memberikan arti ataupun mendefinisikan kegiatan atau
memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut

(Sufian, 2004: 105).

Table 11.2. Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat dalam
Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

Konsep Variabel Indikator Item yang dinilai | Skala/Ukura
n
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1 2 3 4 5
Evaluasi Koordinasi | 1.Mengadakan | a.Mengadakan Baik
adalah Pertemuan Rapat atau Cukup
memberikan Resmi Musyawarah Kurang
informasi bYang Dihadapi
mengenai Adalah Pi
nilai ataupun
manfaat hasi

Baik
Nugroho Cukup
2009;670 Kurang
Baik
Cukup
Kurang
a.Camat Bisa Baik
Mendatangi Cukup
Kegiatan Kurang
Pemberdayaan
b.Camat Mengecek
Kegiatan
Masyarakat
1 2 3 4 4

c. Camat Berdialog
Dengan Anggota
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Tim Di Lapangan

Sumber : Modifikasi_.Penulis, 2018

‘ 0

‘,.

mengkoort

Kabupaten

e ?d

penelitian ' ;
Baik : . pada kategori
’ isar antara 67-
Cukup Baik " abel berada pada
rase berkisar antara
Kurang Baik : pila-hanya 1 dari 3 indikator variabel atau

tidak satupun dari indikator variabel berada pada

persentase berkisar antara 0-33%.

Selanjutnya untuk setiap indikator dapat dilakukan pengukuran berikut:

1.  Mengadakan Pertemuan Resmi
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Baik : Apabila ke 2 item penilaian Mengadakan
Pertemuan Resmi dapat dilaksanakan dan jawaban

responden berada pada skala 67-100%.

enilaian Mengadakan

““‘ .aé. jawaban
ﬂ
el .
Kurang 2 item penilaian

berada pada

2.
Baik 1 Apabile e 3 gkat Suatu Tim
ponden berada
Cukup Baik ; ilaian Mengangkat
dan jawaban responden
Kurang Baik Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian
dilaksanakan dan jawaban responden berada pada
skala 0-33%.
3. Membuat Buku Pedoman
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Baik : Apabila kedua item penilaian Membuat Buku

Pedoman dapat dilaksankan dan jawaban responden

berada pada skala 67-100%.
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Kurang Baik : Apabila tidak satupun dari ke 2 item penilaian

dilaksanakan dan jawaban responden berada pada

skala 0-33%.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

komplit ad

opulasi survey

secara kom suatu populasi

koordinasi camat masyarakat khususnya

tersebut masih sangat kurang terhadap pelaksanaan tugas camat terutama didalam

bidang pemberdayaan masyarakat mengenai pembangunan infrastruktur.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu

penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Untuk
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lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat

dalam tabel dibawah ini :

P e e
U

" | Veaaben |-

4 C

il 2"

7

8

Sumber: Data Olaha "'Q .
‘\‘\‘

Dari tabell di atas terliha st penelitian ini berjumlah 143 orang
dan dengan teknik pengambilan sampel tertentu sehingga didapatkan sampel

penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 35.
D. Teknik Penarikan Sampel

Menurut Hadi (2008:71) menyatakan bahwa : masalah tentang beberapa

besar kecilnya sampel dapat diambil untuk penyelidikan kerapkali merupakan soal
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yang gawat. Umumnya orang hanya menetapkan besar kecilnya sampel atas dasar
pertimbangan-pertimbangan praktis seperti biaya, ksempatan dan tenaga. Oleh

karena itulah berapa banyak sampel harus diambil dari populasi, sebenarnya

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan datta yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara
seta hasil peneliti lapangan, yakni data yang didapat dari hasil wawancara serta
hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Evaluasi
Pelaksanaan Tugas sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di

Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang berupa pertanyaan-pertayaan
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yang menyangkut efektifitas, efisiensi dan responsivitas pelaksanaan perda

tersebut.

b. Data Sekunder

Salah satu cara untuk mengumpulkan data yaitu memberikan sejumlah
daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan maksud untuk memperoleh
tanggapan mengenai bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu.
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Dalam peneliti kuisioner dilakukan dalam mempermudah penelitian dalam
mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang ditujukan

untuk Camat, Sekretaris Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pegawai

mbaga Pemberdayaan

.ea. ak sehingga

Mengumpulkan  datta dan mengajukan Tanya jawab dengan para
responden untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Dengan cara
mempersiapkan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan responden yaitu

Camat Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebelum melakukan wawancara penulis meminta persetujuan kepada

Camat apakah Camat bersedia untuk diwawancarai. Setelah mendapatkan
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persetujuan barulah penulis bisa mengajukan pertanyaan terkait Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat.

3.

Observasi

pulkan secara

an disesuaikan

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, adalah ;
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Tabel

I1. 2 Jadwal
Pelaksanaan

Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi

Tugas

Camat

Dalam Mengkoordinasikan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu

No

Jenis Kegiatan

Tahun 2017/2018 Bulan/Minggu

agustus

september

oktober

November

iR 1B

4

ih

2

3

4

4

8

1

2

3

4

Penyusunan UP

Seminar UP

Revisi UP

Revisi Kuesioner

gl | WO N -

Rekomendasi
Survei

(o3}

Survei Lapangan

\l

Analisis Data

Penyusunan
Laporan Hasil
Penelitian
(skripst)

Konsultasi
Revisi Skripsi

10

Ujian
Konfrehensif
Skripsi

11

Revisi SKripsi

12

Penggadaan
Skripsi

Sumber : Modifikasi Penelitian

64




N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

=1
[a¥]
=
[ab]
]
o
@
>
«
[s¥)
]

wQAH N’
[
3
3
3
=
3

A ) E)

Seluruh desa/kelurahan di wilayah Rengat bisa ditempuh menggunakan
kendaraan roda dua ataupun roda empat dengan jarak desa/kelurahan terjauh 29
km dari pusat kabupaten dan 13 km dari pusat kecamatan, yaitu Desa Rawa

Bangun. Batas Kecamatan Rengat adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan

2. Sebelah Selatan : Kecamatan Seberida
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3. Sebelah Timur

4. Sebelah Barat

: Kecamatan Kuala Cenaku

: Kecamatan Rengat Barat

a. Juml
r ari 26.744
laki-laki @ﬂﬁaﬁ*ﬁ;ﬁ%g I!)%gﬁﬂ@ ecamatan
N

Rengat.
Tabel 1V.1

No e han - = K

3 s ok empuan

1 | Kampung Be g == = L = 5284

2 | Kapu ar Sebera \ 1178

3 | Kam I 2215

4 | Kamp | 14 1928

5 | Kuant r 1953

6 Pasar a - 442

7 Pasir K 2366

8 Pulau Ga 268

9 Rantau Ma - 452

10 | Rawa Bangu 544

11 | Sekip Hilir 2545
12 | Sekip Hulu 83 3674
13 | Sungai Beringin 1980 1889
14 | Sungai Guntung Hilir 688 639

15 | Sungai Guntung Tengah 612 570

16 | Sungai Raya 789 595

Jumlah 26744 26542

Sumber : Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, 2018

b. Agama

Mayoritas penduduk Kecamatan Rengat memeluk agama islam dengan

komposisi pada table dibawah ini:
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Tabel 1V.2 Jumlah Pemeluk Agama di Kecamatan Rengat

No Pemeluk Agama Jumlah
1 Islam 46 183
2 Kristen Protestan 6 341
3 Katolik 524
4 Budha 38
5 Hin
Su
c sITAS ISL4
TR M
. | .?\*N R@g |
Si ika uhk eningkatkan
sumberda a ana memadai
baik nege S ui jumlah dari
sarana pendidi il'g'ingg al}j;_y ampai jenjang
SMK dapat ki diba |ry - '-:'.
Tabel 1V.3 rana a
No Swasta
1 TK - 20
2 |SD 5
3 |SMP 3
4 SMA o v 4
5 | SMK -
Jumlah 32
Sumber: buku Profil Kecal ngat,
d. Kesehatan
Pelayanan kesehatan ini merupakan slah satu penunjang bagi

kesejahteraan masyarakat, hal ini pertujuan supaya seluruh lapisan massyarakat

bisa memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau. Adapun jasa

pelayanan kesehatan tersebut memudahkan masyarakat dalam memperoleh

pelayanan. Berikut adalah jumlah sarana kesehatan dapat dilihat dibawah ini:
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Tabel 1V.4 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Rengat

pertanian,

Perternakan yanc

B.

No | Sarana Jumlah
1 Puskesmas 2
1 Dokte 6

a.

b.

Sekretariat Kecamatan

Seksi Pemerintah

Seksi Ketentramn dan Ketertiban
Seksi Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pelayanan Umum
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2). Sekretariat Kecamatan Terdiri dari:

a. Sub bagian Program serta Keuangan

b. Sub Bagian Umum

Fungsional

elompok Jabatan

B} We[S] sejstIaAm) ueeyeisndiog
NI disay yejepe|ul udwnyo(

Seksi
gPemerintahan

HILMAN
BAHRI, S.Sos

Seksi Ketentraman dan

Ketertiban

KAMARUZAMAN,S.Sos

MUJI SANTOSO,S.Sos

Sekretaris

AMMAD ARIF, S.Sos

Sub Bag Program Dan
Keuangan

INDRAWAN, SP

Seksi
pembangunan

ERFIAN, S.Sos

Desa dan Kelurahan

Seksi Pelayanan
Umum

WAJIANTI
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Selanjutnya dalam wuraian tugas dengan masing-masing unsur organisasi

Kecamatan Rengat.

1. Camat

dan Kketertiban
penegakan
tas pelayanan

h di tingkat

2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Camat dalam
membina mengkordinasikan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan urusan
administrasi umum,kelengkapan, kerumah tanggan, kelembagaan, kehumasan,

kepegawaian, keuangan dan unsur program.
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Untuk melaksanakan tugasnya sekretariat kecamatan mempunyai fungsi

yaitu :

a. Pengelolaan administrasi urusan umum;

is operasional

ukan di bawah

memiliki tugas

t\‘@n\:\‘é\'@

. *&“

. Melaksanakan pe dan pe an pertanggung jawaban kepada

Desa;

e. Memfasilitas penataan Desa/Kelurahan;

f. Melakukan inventarisasi SK Kepada Desa dan pengangkatannya, daftar
nonaktif desa, daftar kependudukan dan monografi Kecamatan;

g. Mensosialisasi perda hukum yang berlaku;

h. Menfasilitasi penyusunan peraturan desa;

i. Membnatu penyelenggaraan pelaksana pemilihan umum, pilkada
Gubernur dan Bupati;

J. Mengkoordinasi kegiatan administrasi kependudukan, pelayanan KTP
dan KK kepada Masyarakat;

k. Membuat laporan kependudukan;
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. Mengkoordinasi pelaksanaan inventarisasi aset pemerintahan kabupaten

di tingkat Kecamatan;

.Melaksana pengawasn dan pendataan atas tanah Negara dan tanah aset

pemerintah kabupaten di tingkat Kecamatan;

Melaksana tugas pembantuan terhadap pelaksaan pembahasan tanah
milik dan pelepasan_hak yang akan.dipergunakan untuk kepentingan
pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah. Negara menjadi
milik sesuai dengan peraturan perindang-undangan yang berlaku;
Melaksana tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan proses
pengalihan dan perubahanstatus tanah kekayaan desa, serta pengalihan
status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;

Melaksana tugas pembantuan pelaksana monitoring dan inventarisasi
terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah
terlantar dan tanah Negara bebas di Kecamatan;

Melaksana fasilitasi, penertiban administrasi dan koordinasi
pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB);

Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
Melaksanak pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksaan kegiatan
seksi pemerintahan;

Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengembangan karir;

. Mengkoordinir penyusunan ' laporan % harian Camat dan laporan

kependudukan setiap bulannya;
Melaksana tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

4. Seksi Pemberdayaan masyarakat dan desa

Seksi pemberdayaan masyarakat serta desa merupakan urusan pelaksanaan

teknis operasional kewilayah yang dipimpin oleh seorang kepala seksi

berkedudukan di bawah serts bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris,

dan mempunyai tugas:

a.

Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;

b. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

C.

Melaksana pembinaan perdagang pasar desa atau kelurahan;
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Melaksana pembangunan sarana prasarana di wilayah kecamatan;
Melaksana pembinaan dibidang perekonomian dalam rangka
meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;

Melaksana koordinasi dan fasilitas pelaksanaan ~musyawarah
perencanaan.pembangunan desa atau kelurahan;

Menyiapkan  bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah
perencanaan pembangunan kecamatan;

Mengkoordinaso penyelenggaraan lomba desa atau kelurahan di
wilayah kerjanya;

Melaksana pengawasan, evaluasi-serta pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang-bidang perekonomian dan pembangunan;

Melaksana tugas lain yanhg diberikan oleh atasan sesuai dengan
fungsi.

5. Seksi ketentraman dan ketertiban umum

Seksi ketentraman serta ketertiban umum merupakan unsure pelaksanaan

teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang kepala seki

berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada camat melalui sekretaris,

dan mempunyai tugas:

a.
b.

Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum;
Melaksana pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina
kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat;

Mengkoordinasi pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah
kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah
kerjanya;

Memfasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
Melaksana pembinaan dalam upaya pemberantasa penyakit masyarakat;
Memlihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan
tindakan kriminal;

Melaksana pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

Melaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

73



Adapun fungsi dari seksi ketentraman serta ketertiban umum adalah:

Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman
serta ketertiban umum;

Penyusunan program serta kegiatan seksi ketentraman serta ketertiban;
Penyiapan bahan-pembinaan, koordinasi dan. fasilitas pelaksanaan
kegiatan bidang ketentraman serta ketertiban umum;

Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman serta ketertiban umum.

6. Seksi Kesejahteraan sosial

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas yaitu:

a.
b.

Menyusun rencana kerja seksi sosial kemasyarakatan;

Melaksana pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat
beragama,;

Menyelenggara serta memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan,
kepemudaan, olahraga, kebudayaan, serta pembinaan kesejahteraan
keluarga;

Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial
kemasyarakatan;

Memfasilitasi pelaksana kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan
LSM dan keagamaan;,

Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan
kesejahteraan sosial;

Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
bidang sosial dan kemasyarakatan;

Melaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

Adapun fungsi seksi kesjahteraan sosial adalah sebagai berikut:

Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial serta
kemasyarakatan;

Menyusun program dan kegiatan seksi sosial kemasyarakatan;
Menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi fasilitas pelaksanaan
kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan;

Penyelenggaraan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Res

Persentase(%b)
1 Laki-laki 7%
2 Perempuan 23%
Jumlah 100%

Sumber: Olahan data Penelitian,

Dari table V.1 tersebut secara keseluruhan terlihat bahwa jumlah responden
penelitian Evakuasi Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu jika

dilihat dari jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 27 orang atau
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sama dengan 77% dan wanita sebanyak 8 orang atau sama dengan 35%. Dari tabel

diatas jenis kelamin lakilaki lebih mendominan jumlahnya dari perempuan.

2. Tingkat Umur Responden

Selain.jenis. kelamin “umur merupakan suatu faktor yang sangat
berpengaruh dalam bekerja yang mana semakin lama seseorang bekerja maka
semakin banyak informasi;atau pengalaman yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya
mengenai tingkat umur responden penelitian dapat dilihat tabell dibawah ini:

Tabel V.2 Distribusi identitas responden berdasarkan tingkat umur

No Umur Jumlah Persentase(%)

1 20-30 18 52%

2 31-40 12 34%

3 41-50 5 14%
Jumlah 35 100%

Sumber: Olahan data Penelitian,2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa usia responden Penelitian Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Camat /-sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu berkisar 20-30
berjumlah 18 orang atau sama dengan 52%, kemudian rentang usia 31-40
berjumlah 12 orang sama dengan 34%, kemudian rentang usia 41-50 berjumlah 5
orang dengan 14% responden tersebut. Maka dari tabel di atas dapat ditarik

kesimpulan jika responden terbanyak yang berusia 20-30 tahun.

3. Tingkat Pendidikan
pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengetahui tingkat kecerdasan
dan kemampuasn seseorang dalam bekerja sehingga dapat memberikan
informasi dengan kebutuhan peneliti . oleh sebabnya dalam penelitian ini

perlu ditentukannya pendidikan responden karena merupakan langkah
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awal yang harus di penuhi dalam sebuah karangan ilmiah maka dapat

dilihat dari tabel berikut:

Evaluasi aksanaa ga _+ ~Camat s Keggiatan
Pemberdayaka

berdasarkan data ya i ' kat pendidikan responden

bany
<=
persentase 57%. @ S I‘” ngan persentase 26% dan
o

persentase 2%.

Tingkat Pendidikan Strats % H “:"ﬂir

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembangun nasional merupakan perwujud tujuan nasional bangsa
Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan msyrakat adil makmur yang
merata baik materil ataupun spiritual berdasarkan Pancasila serta Undang-undang

Dasar 1945. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pada hakekatnya
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mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah,

terpadu dengan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok tanah air.

Agar pembangunan nasional dengan sasaran, mka pelaksanaan dapat

i kemakmuran
pai kepelosok

a memberikan

LAAN]

an otonomi.

ntahan Daerah,

Al %

tersebut sebagai

substansi esensinya tetap
menggunakan daerah diberikan
kewenangan mengu erintah diluar y menjadi

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya
perubahan secara structural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan
penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahannya yang sangat
esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas serta

fungsi Cmat.
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Pemerintah kecamatan adalah tingkat pelaksanaanya yang mempunyai
peranan penting serta pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang

kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dengan pelaksanaan tugas-

1. Mengadakan Pertemuan Resmi
Mengadakan pertemuan resmi adalah mengadakan pertemuan musyawarah

antara pihak kelurahan kepada masyarakat untuk membahas mengenai Evaluasi
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Pelaksanaan Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang didalamnya
membahas mengenai unsur yang terkait seperti ketua lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM) dan masyarakat yang ada.di kecamatan rengat yang berkaitan
dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam _ .kegiatan: ' Kkerja,.sama yang terjalin dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan harapan tiap-tiap golongan dapat tercapai
tanpa menimbulkan masalah yang baru, dengan bersama-sama dalam mencapai
tujuan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Oleh karena itu upaya koordinasi
yang dilakukan oleh kecamatan rengat kabupaten indragiri hulu merupakan suatu
proses pemhahasan mencari jalan keluar terhadap masalah yang muncul dari efek
suatu kebijakan yang dihadapi oleh para masyarakat kecamatan rengat kabupaten
Indragiri hulu.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai Pelaksanaan Tugas
Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat di lihat dari tabel berikut:

Tabel. V.4 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat
sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No Kategori Penilaian
Item Yang Dinilai Baik | Cukup | Kurang Jumlah
Baik Baik

1 | Mengadakan rapat atau 10 20 5 35
musyawarah

2 | Yang dihadapi adalah pihak- 9 18 8 35
pihak terkait

3 | Adanya pembahasan 12 20 3 35
pemberdayaan
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Jumlah 31 58 16 105
Rata-rata 10 19 6 35

Persentase 29% 54% 17% 100%
Sumber : Data Olahan Penelitian,2018

Dari Tabel. V.4 diatas dapat dipandang jika® tanggapan responden yang
berasal dari-Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagali
Koordinator . Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hoju “terhadap indikator Mengadakan Pertemuan Resmi,
Untuk Kategori Baik berjumlah 10 orang responden atau sama dengan 29%,
jawaban responden dengan kategori Cukup Baik berjumlah 19 orang dengan
persentase 54%, dan jawaban responden dengan kategori Kurang Baik berjumlah
6 orang responden dengan persentase 17%.

Adapun rapat yang diadakan sebanyak 4-6 kali dalam sebulan, dari 4-6
kali rapat tersebut hanya 1 kali rapat membahas pemberdayaan masyarakat. Camat
bersama Pegawal kecamatan, " Lurah-.dan “Kepala Desa serta Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat adalah pihak terkait ikut serta dalam rapat pembahasan
pemberdayaan. Rapat bertempat di Aula Kantor Kecamatan Rengat. Adapun
pembahasan dalam rapat adalah tentang Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
program kerja LPM yang mana yang harus di prioritaskan untuk kemajuan
masyarakat sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat di Kecamatan
Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan adanya rapat membahas Pemberdayaan
masyarakat ini diharapkan kegiatan bisa dipersiapkan sejak awal sehingga pada
waktu yang ditentukan segalanya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya

untuk sukses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut.
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Berdasarkan dari hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan
ditemukan bahwa masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi
kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun perangkat desa di kecamatan dalam
melakukan pemberdayaan masih.ada yang belum mengetahui tentang tugas dan
fungsinya, serta pertemuan-pertemuan atau musyawarah masyarakat yang secara
langsung diprakarsai olen CamatTmelalui’ Kepala Desa/Lurah setempat tidak
berjalan optimal.Karena untuk melakukan pertemuan bersama masyarakat masih
jarang terjadi sehingga masyarakat belum megetahui secara jelas tentang kegiatan
ini. Hal dapat kita lihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Camat
Rengat, dimana beliau menjelaskan bahwa :

“sebagaimana telah dijelaskan kita = sudah melakukan kegiatan
pemberdayaan, serta pelaksanaannya juga sudah-berjalan, namun memang untuk

pertemuan dengan masyarakat kini sudah semakin jarang, tetapi tetap akan kita
usahakan diadakan pertemuan dengan masyarakat melalui LPM setempat”(Kamis

11 Oktober 2018 pukul 09.27,\WIB)

Berdasarkan hal tersebut diatas, dari hasil wawancara, dan hasil observasi
tersebut dan berdasarkan dari Tabel. V.4 Diatas dapat dilihat disimpulkan bahwa
tanggapan responden tentang indikator Mengadakan Pertemuan Resmi dari tiga
pertanyaan yang diajukan oleh“penulis berada pada kategori Cukup Baik

persentase 54% dari jumlah responden yang berjumlah 35 orang.

2. Mengangkat Suatu Tim
Mengangkat suatu tim adalah membentuk suatu tim dalam evaluasi

pelaksanaan tugas sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat di
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kecamatan rengat kabupaten Indragiri hulu yang dilakukan oleh camat. Untuk

mengangkat suatu tim perlu koordinasi dalam tahapan ataupun persiapan sebelum

dilakukannya musyawarah, kemudian menganalisis berbagai masalah tersebut.

Untuk itu dengan diangkatnya. suatu tim..dalam upaya. mengkoordinasikan

masyarakat dan pihak kecamatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu

melakukan diskusi intensif yang dinilai-berhasil dalam upaya koordinasi.

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai Pelaksanaan Tugas

Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Dapat dilihat data tabel berikut:

Tabel. V.5 i Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat
sebagai Koordinator. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No Kategori Penilaian
Item Yang Dinilai Baik. [ Cukup | Kurang Jumlah
Baik Baik
1 Membentuk tim untuk 10 22 3 35
bertugas
2 | Tim punya tupoksi yang jelas 8 18 9 35
3 | Amggota tim siap menjadi 12 17 6 35
tim
Jumlah 30 57 18 105
Rata-rata 10 19 6 35
Persentase 29% 54% 17% 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian,2018

Dari Tabel. V.5 diatas dapat dipandang untuk tanggapan responden yang

berasal dari Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai

Koordinator

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Di Kecamatan Rengat

Kabupaten Indragiri Hulu terhadap indikator Mengangkat Suatu Tim, untuk
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Kategori Baik berjumlah 10 orang dengan responden 29%. Adapun alasan
responden dalam kategori jawaban ini adalah bahwa selama ini Lecamatan Rengat
sudah mementuk team dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaaan, dimana
team ini berasal dari pegawai Kecamatan Rengat terutama pegawai yang bertugas

dalam hidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyrakat.

Kemudian untuk_ responden yang menanggapi Pelaksanaan Tugas Camat
Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu, terhadap indikator Megangkat Suatu Tim, untuk
kategiri Cukup Baik berjumlah 19 orang responden atau sama dengan 54%.
Adapun alasan responden dalam kategori jawaban ini adalah bahwa selama ini
dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dilakukan oleh pegawai kecamatan
yang juga dibantu oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat

yang bersedia untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan yang telah dirancang.

Sedangkan untuk responden yang mengatakan adanya Mengangkat suatu
tim, untuk kategori"Kurang Baik berjumlah 6 orang responden atau sama dengan
17%. Adapun alasan responden dalam kategori.ini dalah bahwa selama ini masih
belum ada secara jelas tugas dari team yang sudah dibentuk dalam melaksanakan
kegiatan pemberdayaan di Kecamatan Rengat, karena yang dituntut adalah
kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa ada landasan tugas pokok

yang terstruktur bagi team tersebut.

Adapun anggota yang menjadi Tim adalah Kasi Pemberdayaan

Masyarakat, Pegawai Kecamatan bidang PMD beserta anggota Lembaga
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Pemberdayaan Masyarakat yang dianggap mampu melaksanakan tugas dalam
segala kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun daftar anggota tim adalah
sebagai berikut :

Tabel V.5.1 Daftar Anggota Tim Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

NO NAMA JENIS JABATAN KETERANGAN
KELAMIN

1 | Muji Santoso, S.Sos {Laki-laki Kasi Ketua Tim

Pemberdayan

Masyarakat

2 | Santi Perempuan Pegawai PMD Sekretaris
3 | Masdareni Perempuan Pegawai PMD Anggota
1 2 3 4 5
4 | Rahmat Sofyan Laki-laki Anggota LPM Anggota
5 | Arie Riccy Charnaen | Laki-laki Anggota LPM Anggota
6 | Hardianti Perempuan Anggota LPM Anggota

Sumber Kantor Camat Rengat 2018

Tugas Pokok dan Fungsi Tim adalah memberikan informasi tentang
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Masyarakat setempat agar
masyarakat mengetahui tentang ‘bentuk’ kegiatan pemberdayaan yang ada seperti
pemberdayaan ekonomi produktif ternak sapi dan pembangunan infrastruktur.
Kemudian mengkoordinasikan kegiatan agar berjalan secara efektif sesuai dengan
perintah Camat sebagai Atasan, serta membuat laporan pelaksanaan tugas yang
telah diberikan.

Dari Tabel V.5 Diatas dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden
tentang indikator Mengangkat Suatu Tim dari tiga pertanyaan yang diajukan oleh
penulis berada pada kategori Cukup Baik dengan persentase 54% dari jumlah

responden yang berjumlah 35 orang.
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Berdasarkan Hasil Observasi yang secara langsung penulis lakukan di
Kecamatan Rengat, memang benar kegiatan pemberdayaan yang ada di
Kecamatan Rengat selama ini dilakukan oleh team yang sudah dibentuk, dimana
team tersebut terdiri dari perangkat kecamatan bersama dengan lembaga
kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat, hal ini dipejelast dari hasil

wawancara peneliti dengan Camat'Rengat, dimana beliau menjelaskan bahwa :

“kegiatan pemberdayaan yang Kita lakukan bekerjasama dengan lembaga
kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat, seperti LPM hal ini tentu saja
tidak lepas dari peran mereka sebagali lembaga yang terfokus dalam
memberdayakan masyarakat” (Kamis 11 Oktober 2018, Pukul 09.40 WIB)

3. Membuat Buku Pedoman

Buku Pedoman adalah- memberikan penjelasan dari masing-msing unit
untuk di pedomani dalam pelaksanaan tugas umum pemerintah oleh kecamatan
dalam Evaluasi Pelaksanaan- ‘Tugas. Camat = Sebagai Koordinator Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh
karena itu Camat sebagai pelaksana program kegiatan pe,berdayaan masyarakat
harus dapat meningkatkan program yang ada di Kecamatan rengat.

Buku pedoman bertujuan untuk memberikan petunjuk pelaksanaan tugas
camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di
kecamatan rengat, tentu harus sesuai dengan yang menjadi arahan kebijakan dan
arahan sasaran yang di inginkan dicapai oleh suati kebijakan, sehingga bersama-
sama akan dapat menyatukan persepsi dan mensingkronkan beberapa perbedaan

yang beragam.
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Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai Evaluasi
Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat data

tabel berikut:

Tabel. V.6 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat
sebagai Koordinator- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di
Kecamatan Rengat Kabupaten ‘Indragiri Hulu

No Kategori Penilaian
Item Yang Dinilai Baik | Cukup | Kurang Jumlah
Baik Baik

1 Menyiapkan buku pedoman 10 Y45 4 35
kerja

2 | Membuat SK yang 14 16 3] 35
menjelaskan pedoman kerja

3 | Buku pedoman dan SK tugas 1.2 20 3 35
dapat dipahami

Jumlah 36 57 12 105

Rata-rata 12 T9 4 35

Persentase 34% 4% 12% 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian;2018

Dari Tabel V.6 diatas dapat dipandang untuk tanggapan responden yang
berasal dari Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri
Hulu terhadap indikator Membuat Buku Pedoman, untuk Kategori Baik berjumlah
12 orang responden atau sama dengan 34%. Alasan responden dalam kategori
jawaban ini adalah bahwa selama ini dalam melakukan koordinasi camat selalu
berlandaskan kepada tugas pokok serta fungsinya dalam melakukan koordinasi
kegiatan pemberdayaan yang ada di masyarakat kecamatan rengat.

Kemudian untuk kategori Cukup Baik berjumlah 19 orang responden atau

sama dengan 54%. Alasan responden dalam kategori ini adalah bahwa selama ini
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dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyrakat yang dilakukan oleh

kecamatan rengat selalu menyiapkan Surat Keterangan yang memuat pelaksana

dan mekanisme kegiatan dari pemberdayaan yang ada.

egori  Kurang Baik

Keterangan
Dari Tab : S " it disi .‘ ha pggpan responden
tentang indi r Memb ‘ el aan yang diajukan

penulis bera : , { aik dengan pe se 54% dari jumlah

surat keterangan dari kecamatan yang memuat pelaksana dari kegiatan tersebut,
hal ini sebagaimana dilihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan

Camat Rengat, dimana beliau menyampaikan bahwa:

“surat keterangan sudah kita buat setiap melakukan kegiatan termasuk
dalam melakukan kegiatan pemberdayaan, hal ini berguna untuk menetapkan
pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut, namun untuk buku pedoman
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tersendiri kita secara khusus memang belum mempunyainya” (Kamis 11 Oktober
2018, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat dalam melaksanakan

kegiatan pemberdayaansudah dilengkapi dengan SK'guna penentuan pelaksana

simpulkan " bah s at bu ' i’ camat untuk

pemberdayzé

Untuk mengetahui jawaban dari responden mengenai Pelaksanaan Tugas
Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilijhat data tabel berikut:
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Tabel. V.7 : Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Camat
sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di
Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No Kategori Penilaian
Item Yang.Dinilai Baik | Cukdp:] Kurang Jumlah
Baik Baik
1 | Camat bisa mendatangi i 20 2 35
kegiatan pemberdayaan
2 | Camat mengecek kegiatan Lo 17 3 35
masyarakat
3 | Camat berdialog:dengan 18 22 5 35
anggota team dilapangan
Jumlah 36 59 10 105
Rata-rata 12 20 3 35
Persentase 34% S57% 9% 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian,2018

Dari Tabel V.7 diatas dapat dilihat bahwa untuk tanggpan responden yang
berasal dari penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas.Camat Sebagai Koordinator
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri
Hulu terhadap indikator Mengadakan, Pertemuan-Informal, untuk kategori Baik
berjumlah 12 orang responden atau sama dengan 34%. Alasan responden memlih
kategori ini adalah bahwa selama ini dalam kegiatan pemberdayaan ada di
Kecamatan Rengat, seperti kegiatan ekonomi produktif ternak sapi camat turut

hafir dalam kegiatan tersebut, terutama pada saat pembukaan kegiatan tersebut.

Kemudian untuk responden kategori Cukup Baik berjumlah 20 orang
responden dengan persentase 57%. Adapun alasan responden memlih kategori
jawaban ini adalah bahwa selama ini dalam melakukan kegiatan pemberdayaan di
Kecamatan Rengat, Camat selalu melakukan pengecekan dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut, seperti pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif ternak sapi.
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Sedangkan untuk responden yang memilih kategori Kurang Baik
berjumlah 3 orang atau sama dengan 9%. Adapun alasan mereka memilih kategori

jawaban ini adalah bahwa selama ini pertemuan-pertemuan informal dilakukan

ng dilapangan

g dilakukan oleh

ita tentu terlibat aktif dalam
pelaksanaan kegiatan pemberdaye untuk  mengawasi  kegiatan-kegiatan
pemberdayaan tersebut dilaksanakan baik dan tepat waktu” (Kamis 11 Oktober
2018,Pukul 10.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa selama ini dalam
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat Rengat juga ikut serta
dalam kegiatan tersebut, baik ikut langsung maupun hanya sekedar
mengecek/memeriksa keberlangsungan kegiatan pemberdayaan tersebut, namun

dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga
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kemasyarakatan yang ada seperti LPM Kecamatan Rengat dan lain sebagainya,
Camat jarang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-
lembaga tersebut. Dari hasil kuesioner, data hasil wawancara serta data observasi
maka dapat disimpulkan bahwa.mengadakan.pertemuan informal yang dilakukan
camat untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan rengat berada pada kategori

Cukup Baik.

Kemudian selanjutnya untuk mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Camat
Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu dari analisi yang telah dijelaskan dari bebrapa indikator,

maka dapat dilihat dari rekapitulasi keseluruhan responden sebagai berikut:

Tabel. V.8 :  Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan
Tugas Camat sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu

No Kategori Penilaian
Item Yang Dinilai Baik | Cukup | Kurang Jumlah
Baik Baik
1 | Mengadakan pertemuan 10 19 6 35
resmi
2 | Mengangkat suatu tim 10 19 6 35
3 | Membuat buku pedoman 12 19 4 35
4 | Mengadakan pertemuan 12 20 3 35
informal
Jumlah 44 77 19 140
Rata-rata 11 19 5 35
Persentase 31% 55% 14% 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian,2018
Dengan melihat penjelasan tabel hasil rekapitulasi jawaban responden di
atas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu daoat
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dikategorikan Cukup Baik. Fakta ini dapat kita lihat dari tanggapan responden
yang mengatakan Baik rata-rata sebanyak 11 orang atau sekitar 31% sedangkan

untuk kategori cukup baik berjumlah 19 orang atau sekitar 55% , selanjutnya

pengamatan

melakukan dina i orda 3 3 amatan rengat ,

terlihat adalah intensitas dari kegiata atan pemberdayaan yang ada.

C. Hambatan Mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai
Koordinator Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan
Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
Dari  penjelasan mengenai indikator-indikator penelitian diatas,

Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Koordinator Kegiatan Pemberdayaan
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Masyarakat Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat
memiliki beberapa hambatan, dimana hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Keberadaan pertemuan resmi dilakukan Camat Rengat dengan

ik atau secara khusus

gat untuk
berasal dari
sanakan kegiatan
a ini kegiatan

emasyarakatan

3. ak  af doman dari pihak

membuat buku

Intensitas pertemuan informal yang dilakukan oleh Camat Rengat
dalam membahas kegiatan pemberdayaan masyarakat masih sangat
jarang dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh belum adanya kemauan
dari Camat Rengat unruk membuat pertemuan tidak resmi yang

membahas masalah pemberdayaan tersebut, peran yang selama ini
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digantikan oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di

Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
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BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

menjadikan Pe aan _Tuga : dir Kegiatan
Pemberdayze giri Hulu lebih
baik lagi.

Ada

Hulu, berada dalam Ka “Cukup Baik”, dimana meskipun
terlihat adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh Camat Rengat seperti pemberdayaan dibidang ekonomi
produktif ternak sapid an sebagainya, akan tetapi masih belum secara
optimal terlaksana, dimana keberadaan Camat sebagai pelaksana tugas

peberdayaan masyarakat lebih banyak dilakukan oleh lembaga-

lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Rengat, hal ini
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terlihat dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan bersama masyarakat

lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dan bukan oleh

Camat Rengat sendiri.

batan dalam
mberdayaan

ulu, dimana

at Rengat dengan
ik atau secara

masalah

lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaannya.
3. Tidak adanya petunjuk pembuatan buku pedoman dari pihak
oemerintah kota membuat Camat Rengat masih belum
membuat buku pedoman pemberdayaan masyarakat, yang

selama ini dilakukan hanya berupa surat-surat keterangan yang
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membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Intensitas pertemuan informal yang dilakukan oleh Camat

B.

yang dapat memabntu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan
masyarakat dalam ruang lingkup kerjanya.

b. Bagi Camat Rengat diharapkan kedepannya untuk dapat lebih aktif dalam
melakukan koordinasi baik dengan perangkatnya, ;embaga
kemasyarakatan yang ada serta masyarakat yang dilakukan oleh Camat

Rengat Kabupaten Indragiri Hulu.
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c. Kepada masyarakat Kecamatan Rengat diharapkan dapat lebih pro aktif

lagi dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

oleh Camat Rengat, disamping itu masyarakat juga diharapkan untuk
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